BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: 49 TAHUN 2011

TENTANG

PEDIMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

Menimba :

Mengingat :

LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Bahwa dalam angka optimalisasi pelayanan dalam pemberian hibah
dan bantuan sosial kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan,
organisasi profesi dan kelompol masyarakat lainnya, baik yang
siberikan kepada peroangan maupun kelompok, maka pelu ditetapkan
pedoman pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan pertimbfangan sebagimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetaplan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang
Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Barat.

Undang-Udang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3452);

Undang-Udang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Udang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Udang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456);

Undang-Udang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011.

18. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembeian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menentapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ANG BESUMBER DARI ANGGARAN PENDAPTAN DAN
BELANJA DDAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

A wbh e

10.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat.

Bupati adalah Bupai Lampung Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daeah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Anggran pendaptan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah encana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujun bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peratuan daerah.

Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangna daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Satuan kerja pengelolah keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daeah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemeintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang.

Tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk denan keputusan bupati dan dipimpin oleh seketaaris daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dlam rangka penyusunan
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APBD vyang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
laiinya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana kerja dari anggran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
rencana kerja dan anggran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat KA-SKPD adalh
dokkumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran
SKPD.

Dokumen pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen pelaksanaan Angaran SKPD uang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yng secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, besifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara teus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraaan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif ng bertujauan untuk melindungi dari kemungkinan tejadinya
resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiva yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian hibah daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah penjanjian
hibah yang besumber dari Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah antara pemeintah
daerah dengan penerima hibah.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
warga Negara Republik Insonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,
profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk
berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujun nasional dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk
organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk bedasarkan ketentuan
perundangundangan.

BAB |1
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaan, pelaksanaan dan panatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban seta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
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Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dlam Pasal 2 dapat beruapa uang, barang, atau jasa.
Bantuan sosial sebgaimana dimaksud dlam Pasla 2 dapt berupa uang atau barang.

BAB 111
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pmerintah daerah dpat membeikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemeberian hibah sebagaimana simaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

Pemberian hibah sebafaimana dimaksud pada ayat (1) situnjukan untuk menunjang

pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayt (1) memenuhi Kkriteria paling sedikit :

a. Peruntukannya wajib secara spesifik telah sitetapkan;

b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peaturan perundang-ungdangan; dan

c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hubah dapt diberikan kepada :

a. Pemerintah;

b. Pemerinta daerah lainnya;

c. Perusahaan daerah;

d. Masyarakat; dan/atau

e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

1) Hibah kepada pemerintah sebagimana simaksud dalam pasal 5 huruf a siberikan kepada
satuan kerja dari kementrian/lemabaga pemetintah non kementrian yang wilayah
kerjanya berada dalam daerah yang besangkutan.

2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dlam padal 5 huru b
diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana
diamanatkan peratuaran perundnag-undangan.

3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagimana dimaksud dlam pasal 5 huruf ¢ diberikan
kepada badan Usaha Milik daeah dalam angka penerusan hibah yang diterima
pemerintah  daerah dari pemerintah sesuai dngan Kketentuan peraturan
perundangundangan.

4) Hibah kepada masyarakat sebagimana dimaksud dlam padal 5 huruf d diberikan kepada

kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dlam bidang perekonomian,
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pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadar, dan keolahragaan non
professional.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagimana dimaksud dlam pasal 5 huruf e
siberikan kepada organisasi kemasyarkatan yang sibentuk berdasarkan peraturan
perundnag-undangan.

Pasal 7

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dlam pasal 6 ayat (4) diberikan
dengan persyaratan paling sedikit :

a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan

b. Berkedudukan dalam wilayah administrsi Pemerintah Daerah.
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagimana dimaksud dlam pasal 6 ayat (5)
siberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun,

kecuali ditentuakan lain oleh peraturan perundang-undangan;
. Berkeduduakan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daera;
c. Memiliki sekretarian tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarkatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertu lis kepada Bupati.

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana
dimaksud pada ayt (1).

Kepala SKPD tekait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendaso keapada bupati melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendaso sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjasi dasar pencatuman alokasi anggaran hibah dalam
rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran
hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

Hibah berupa uang dicantumkan dlam RKA-SKPD.’

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dlam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
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Pasal 11

Hibah berupa uang dianggarrkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek, dari rincian belanja berkenaan pada PPKD.

Hibah berupa uang atau jasa sianggarkan dalam kelompol belanja langsung yang
diformulasikan kedlam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja
barang dan jasa, obyek belanja hibah barabg dan jasa berkenaan kepada pihak
ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak
ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

Rincian obyek belanja sebagaimana simaksuf pada ayat (1) dan ayta (2) sicantumkan
nama penerima dan besaan hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pelangsanaan anggaran hibah beuapa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
Pelangsanaan anggaran hibah beuapa uang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersma oleh
bupati dan penerima hibah.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan
mengenai:

Pemberi dan penerima hibah;

Tujuan pemberian hibah;

Besaran/rincian penggunaan hibah yng akan diterima;

Hak dan kewajiban;

Tata caea penyaluran/penyerahan hibah; dan

. Tata cara pelaporan hibah.

Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

o o0 T

Pasal 14

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau
jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan bupati berdasrkan peraturan daerah
tentang APBD dan peraturan buapti tentang penjabaran APBD.

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan
setelah penandatanganan NPHD.

Pencairan hibah dlam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme penyaran langsung
(LS).

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dlam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) berpedoaman pada peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

Penerimaan hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
Hupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD tekait.’

Peneimaan hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17

Hibah berupa uang dicatat sebagai elisasi jenis belanja hibah pada PPKD dlam tahun
anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis
belanja barnag dan jads dlam perogam dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasa 118

Pertanggungjawaban pemerintah daeah atas pemberian hibah meliputi:

o0 o
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Usul dari calon penerima hibah kepasa daerah;

Keputusanbupati tentang penetapan daftar penerima hibah;

NPHD,;

Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diteiam akan
digunakan sedusai dengan NPHD; dan

Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uana ata bukti serah terima barang/jasa
atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah

yang diterimanya

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. Laporan penggunaan hibah;

b. Surat pernyataan tanggufng jawab yang menyatakan bahwa hibah yang digunakan
diteri telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuatu peraturan perundan-
undangan bagi pnerima hibah berupa uang atau salinan bukti seah terima
barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Petanggungjawaban sebagimana dimaksud pada auat (2) huruf a dan huruf b

disampaikan kepada Bupati paling lambat atanggal 10 bulan Januari tahun anggaran

berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebgaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan

dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

Realisasi hibah sicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun
anggaran berkenaan.



2) Hibah berupa bang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dngan akhir
tahun angaran berkenaan dilaporakan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

1) Realisasi hibah berupa barang/atau jasa dikonvensikan sesuai standar akutansi
pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan siungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Format konvensi dan pengungkapam hibah berupa barang dan/jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran | Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatuan
Umum

Pasal 22

1) Pemerintah daerah dapat membeiakn bantuan sosial kepada anggota/kelompok
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belnja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23
Anggota/kelompok masayarakat sebagaimana dimaksud dlam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

a. Indivisu, keluarga, dan/atau masyaakat yang mengalmi keadaan yang tidak stabil
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

1) Pemerintah bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi

kriteria paling sedikit:
a. Selektif
b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;

2) Bersifat sementara dan tidak teus menerus, kecuali dalam keadaan teretentu dapat
berkelanjutan;

3) Sesuai tujuan penggunaan.

4) Kreteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diaetikan bahwa bantuan
sosial hanya diberikan kepada calomm penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan resili sosial.

5) Kreteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana simaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
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a. Memiliki indentitas yang jelas; dan

b. Berdomisili dlam wiayah administrasi pemerintahan daerah berkenaan.

Kreteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagiamana simaksud pada ayat
(1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat bekenjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberiakan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Kreteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa
tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

Ehabilitas sosial;

Perlindungan sosial,

Pemberdayaan sosial,

Jaminan sosial,

Penanggulangan kemiskinan; dan

Penanggulangan bencana.

m® Q00T

Pasal 25

Rehabilitas sosial sebagaimana dimaksud dlam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan
untuk memuluhkan dan mengembangkan kemampuan seseoaran gyang mengalami
disfungsi sosial agara dapat melaksanakan fungsi sosialnya secaa wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan
untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial
seseoarang, keluarga, kelompok masyarakt agar kelangsungan hidupnya dapat sipenuhi
sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dlam pasal 24 ayat 6 huruf ¢ dituukan
untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana simaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan
skema yang melembaga untuk menjamin peneima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasa hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e
merupakan kebijakan, program, dan kegaitan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenihi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
Penggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf f
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitas.

Pasal 26

Bantuan sosial dapt beruapa uang atau barang yang ditema langsung oleh penerima
bantuan sosial.

Bantuan sosial beuapa uang sebgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagai anak miskin,
yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, telantar cacat
berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan sosial beruapa bang sebagaiana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasioanl
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untuk sekolah luar biasa swasta dan mayarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk
nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuana sosial, ternak bagai
kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakta menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD terkait sebgaiamana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

TAPD memberiakan petimbangan atas rekomendasi sebagaimana simaksud pada ayat
(3) sesuai dengan prioritas dan kemapuan keuangan daerah.

Pasal 28

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbanga TAPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan
sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran
bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 29

Bantuan sosial berupa uang sicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bantuan sosial berupa barang sicantumkan dalam RKA-SPKD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 30

Bantuan sosial beruapa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial,
obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja
bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pohak
ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan
diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pasa SKPD.

Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.



1)
2)

1)

2)
3)
4)

5)

Bagian ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial beruap uang berdasrkan atas DPA-PPKD.
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial beruap barang berdasrkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

Bupati menetapkan daftar peneriam dan besaran bantuan sosial dengan keputusan
bupati berdasarkan peraturan daerah tentag APBD dan peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD.

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial
yang tercantum dalam keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pencarian bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsund
(LS).

Dalam hal bantuan sosial beruap uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00
(lima juta rupiah) pencariannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
Penyaluran dana bantuan sosial kepala penerima bantuan sosial sebgaimana dimaksud
pada ayat (4) dilengkapo dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) bepedoaman pada peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

Penerima bantuan sosial beruap barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada bupati melalui kepala SKPD tekait.

Pasal 35

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial
pada jenis belanja barang dan jada dlam program dan kegiatan pada SKPD tekait.

Pasal 36

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

a.

Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

Keputusan bupati tentang penetapan darftar penerima bantuan sosial;

Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial
yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
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Bukti transfer/penyerahan uang ats pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti
serah teima barang atas pemberian beantuan sosial berupa barang .

Pasal 37

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan

bantuan sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi;

a. Laporan pengguanaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. Surat pernyataan tanggung jawab uang menyataka bahwa bantuan sosial yang
diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undagan
bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang
bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 1 bulan januari tahun anggaran

berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawabn sebgaimana dimaksud pasa ayt (2) huruf ¢ disimpan dan

dipergunakan oelh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 38

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang yang belum diseahkan kepada penerima bantuan sosial
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaandalam
neraca.

Pasal 39

Realisasi bantuan berupa barang dikonversiakan sesuai standar akutansi pemerintahan
pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporaan keuangan
dalam penyusunan laporan keuangan pementah daerah.

Format konversi dan pengungkapan bantua sosial berupa barang sebgaimana dimaksud
ayat (1) tercantum pada lampiran Il Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah bantuan sosial.
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan.

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebgaimana dimaksud dala Pasal 40 ayat (2)
perdapt pengguanaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang tidak



disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersngkutan dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundanga-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, penganggaran, pelaksanaan dan penataushaan,
pelaoran dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan
batnuan sosial Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri
dalam Negeri Nomor : 93/4127/JS perihal Proses Penganggaran Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dan mulai tahun 2013 dilaksanakan
secarapenuh sesuai dengan Peraqturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTAUN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapt mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 30 Des 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa

Pada tanggal Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR



